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Tanah merupakan suatu bagian yang penting bagi kehidupan manusia, tanah-tanah ini harus didaftarkan
untuk mendapat validasi kepemilikan yaitu, melalui sistem pendaftaran tanah yang difasilitasi oleh Kantor
Pertanahan. Dalam hal pendaftaran tanah sering ditemukan kesalahan pada administrasi yang dapat
menyebabkan sertipikat hak atas tanah menjadi cacat administrasi, hak ini biasanya berujung menjadi
sengketa pertanahan seperti dalam kasusini Ny. IF melawan PT. X dimana PT. X menjual bidang tanah
yang Ny. IF sedang lakukan upaya hukum di Pengadilan, sejalan dengan permasalahan yang diangkat
penulis dalam tesisini yaitu Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Pada Akta Jual Beli dari Objek
Tanah Y ang Masih Dalam Upaya Hukum. Penelitian ini menganalisis pertimbangan Kantor Badan
Pertanahan dalam menerbitkan kembali Sertipikat Hak Guna Bangunan saat masih ada sengketa dan juga
meneliti tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat Akta Jual Beli dari objek tanah yang
masih bersengketa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis-normatif, dengan
tipologi penelitian diagnostik dan preskriptif. Pengumpulan jenis data sekunder dengan bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier, yang berupa studi literatur dan wawancara sebagai bahan pendukung. Data
yang sudah ada akan dianalisis secara kualitatif, dan bentuk hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis.
Hasil dari penelitian, yakni atas penerbitan kembali sertifikat yang telah dibatalkan juga adanya perbuatan
hukum jual-beli atas tanah tersebut ternyata sah adanya, dikarenakan telah terdapat putusan terdahulu yang
menyatakan Ny. IF Ne Bis In Idem yang artinya atas keluarnya putusan tersebut atas objek tanah tidak dapat
lagi dilakukan upaya hukum. Oleh Karenaitu Pertanggung Jawaban PPAT terhadap Akta Jual Beli tidak
memenuhi unsur untuk dapat dimintakan pertanggung jawaban baik secara administratif, perdata, maupun
pidana.

...... Theland isacrucial aspect of human existence; this land must be registered to get ownership validation,
which is done through aland registration system facilitated by the Land Office. Administrative faults are
frequently discovered in land registration, causing the certificate of land rights to become administratively
faulty; thisright usually resultsin aland dispute, asin Mrs. IF's case against PT. X, where PT. X sold the
plot of land for which Mrs. IF is currently pursuing legal action in court, in line with the problem raised by
the author in thisthesis; It is Responsibilities of the Land Deed Officer in the Sale and Purchase Deed of
Disputed Land Objects. This study analyzed some concerns of the Land Agency Office in re-issuing the
Right to Build Certificate while there is still a disagreement and the obligation of the Land Deed Official in
creating the Sale and Purchase Deed of land objects that are still in dispute. This study used ajuridical
normative research method with a diagnostic and prescriptive typology of research. Secondary data types
were collected using primary, secondary, and tertiary legal documentsin literature reviews and interviews as
supporting materials. Existing data will be qualitatively examined, and the research's findings will take the
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form of descriptive analytical reports. Based on the findings, the re-issuance of a canceled certificate, as well
asalegal act of purchasing and selling land, were both lawful due to a previous ruling saying that Mrs. IF
Ne BisIn Idem, which indicates that legal remedies are no longer available following the issuing of the
decision on land objects. Therefore PPAT's Liability for the Sale and Purchase Deed does not meet the
elements to be able to be held accountable both administratively, civilly, and criminally.



